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BOGOR — Presiden Joko W1dodo (Jokowi) akhirmyamendengarkan
suarapublik mengenaikeberatan mereka terhadap Rancangan Undang-
Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Presiden
punmeminta pengesahan terhadap RUU KUHP ditunda.

Jokowi menyatakan telah
memerintahkan ™Menteri
Hukum- -dan HAM (Menlauam-
ham) Yasonna Lacoly menyam-
paikan sikap tersebut kepada
DPR. “Untukitu saya telah me-
merintahkan Menteri Fukum
danHAM selalku w ’a}(::_lperﬂer
tah menyvampaikansikap inile-
pada DPR RI, yaitu agar pense-
sahan RUU KUHP ditunda dan
pengesahannya tidak dilaku-
kan oleh DPR periodeini,” kata
nya diIstana Bogorkemarin.

Jokowi mengatakan pcr-
mintaan ini dilalcukan setelal
mengikuti perkembangan pem-
bahasan RUU KUHP secava
saksama. Dia juga mencermati
masukan-masukan dari ber-
bagaikalangan yangberkeberatr
an terhadap beberapa substansi
RUU KIUHP. “Saya berkesimpul-
anmasihadamateri-tmateriyang
membutuhkan pendalaman
lebihlanjut,” tuturmya.

Jokowi menyebut setidale-
niya ada 14 pasal yang masih
harus dilakukan pembahasan
secara mendalam. Meskibhegitu
dia tidak menyebut pasal-pasal
manasajavangdimaksud. “Tadi
saya lihat materi yang ada,
substansi yang ada. Ada kurang
lebih 14 pasal. WNanti ini yang
akankamilkkomumnikasikan. Baik
dengan DPR maupun dengan
kalangan mmasyarakat wyang
tidak seftuju dengan maleri-
materiyangada, kalanya.

Dia berharap agar DPR me
miliki sikap yang sama dengan
pemerintah atas halini. Dengar:
demildian  pengesahan RUU
KUHP yangakan disahlcanbulan
ini ditunda dan pembahasan di-

lakukan kembali di periode men s

datang. “Saya harap DPR juga

punya sikap yangsama sehingga

pembahasan RUU KUHP bisa
dilakukan oleh DPR RI periode
berikutnya,” unglkapnya.
Lebih lanjut mantan
Gubernur DKI Jakarta itu juga
telah mermerintahkan Men-
kumham uatualelcembali men-
jaringanasukan-rmasukan dari
berbagaikalafigan. “Sebagaiba-
han untuk menyempurnalkan
RUUKUHP yvangada,” kataniyva.
KetuiaDPRBambangSocsatyo
alias Bamsoetmenyalakan sepa-
lcat dengan keinginan Presiden
Jokowi untuk menunda penge-
sahanrevisiKitabUndang-Undang
Hulsum Pidana+ (RKUHP).
Menurutnya saat ini terjadi pro-
kontra Lerhadap beberapa pasal
dalarm RUTT tersebut. “Rencana
pada hari pengesahan, pada hari
Selasa (24 Seprember), akan
Aitunda dulu sambil melihat
pasal yang masih pro dan kontra
atau sosialisasikepada masyara-
kattentangpasal-pasaltersebul,”
ungkap Bamsoct di Hotel Sultan,
Senayan, Jalkarta, kemarin.
Menurut Bamsoet, DPRme-
nyempurkan pasal-pasal yang
masih dianggap bermasalah
oleh masvarakat. Misalnya me
ngenai kumpul kebo, kebebas-
an pers, penghinaan kepala ne-
gara, dan beberapa pasal lain
nya. “Sebagiannya, nantidetail-
nyaakan sayacekya,” tuturdia.
Selain it Bamsoet tak bisa
memastikanpenundaan RKUHP
ini apakah akan dibatallkan di
DPR.Karenapimpinan DPRakan

terlebih dahulu menggelar rapat-

internal. “Saya belurm bisa bicara
tundaataubatalkarenasayaalcan
bavva pad'-\ rapat intermnal DPR
nanti,” ujar Bamsoet.

T.ebih jauh Bamsoet imnenya-
talcan pihaknya mendapatkan
telkanan dari negara lain untuk

menghapus pasal terkait les
bian, gay, biseksual dan trans-
gender (LGBT) dalarm RKUHP.
Namun dia menegaskan DPR
akantetapmenolakLGBT. “Kami
banyak mendapat tekanankcoras
dari pihak-pihak asing dan ter-
utama Eropa. Mereka meng-
hendaki pasal vang melarang
LGBT itu dicabut dan kamti
menolak,” katanya.

Sementara itu sikap berbeda
ditunjukkan beberapa fraksi
DPRmengenaikeinginanpemao
rintah untuk menunda penge-
sahan RKUHP. Kalangan fraksi
pendukungpemerintahrata-rata
menyataltan mendukung pe-
nundaan pengesahan RKUHP.
“Yang disuarakan Pak Jokowiitu
artinya kan posisi yang diamlil
oleh pemerintah ya tentu
memangkarenaundang undang
itu harus disetujui bersama oleh
pemerintah dan DPR. Kalau
salah satuunsur dalarm pemben-
tukan undang-undang apakah

PR ataupemerintah minta di-
tunda kan tentutidak kermudian
harusnya bisa kita paksakan,”
kata Ketua Fraksi PPP di DPR
Arsul Sani di Kompleks Parlef
men Senayan kemarin.

Karena itu, rmmenurut ang-
gota Komnmisi III DPR itu, fraksi-
fraksi yang mmasuk Lkoalisi
pemerintah tentu akan meng-
ambil sikap yvang sama dengan
Presiden Jokowi. “INah, tentu
fraksiyang koalisinyamasuklke
pemerintahanakanmendukung
vang disampailkkan Presiden,”
wvjarnmya.

Wakil Ketua Fraksi NasDem
Johnny G Plate juga setuju jika
RKUHP ini dibahas DPR periode
sclanjutnya. Terlebih di tengah
borkembangnya pendapat ma-
syarakat yang pro dan kontra,
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pasalpasal dalern RKUHP i
perudddamenhdi
“Setujuditundadan dhabas
oleh DPRbauperiode bk
nya. Kamiberpendapat bahwa
atasherkembnguyapendapat
masparakat g pro dan
kontra,perpenyishen e
lamut terhadap pasal-pasal
RUUKUHPyang cinfai masth
krusia," ate Joznny saat di
hubungiwartavan,

Anggota Romist I Fraksi
PDIP Masinton Pasardby me-
agatakan bahva PDIP akan
mempertimbengkan usulan
dan permintaa Presden ter-
alt dengan penundaan pem-
bahasan REUF? dan hal ini
akan dkomuniasten dengan

selinfakst, Ramiskanme-
ngomunikesian seserakepada
selunuhfrds & DPR g

- pembahasan RKUHP bersama

Tim pemerintah,"kata Masin-
tonseat hubung],
Semtentara i ¢ kylangan

fraksiyangberseberangan -

ngen pemerintdh teradi per-
Dedean skap. Praks Parta
Gerindra mendukung Jokow
agatitunda sementava ol

PG ingin agar pengesahon

RURP tetap dlanutian,
‘Sebelum ademyz konferes
pers dari Presiden, Part
Gerindra ketapllic e
bebasan tinghat I tu el
mempefungkanbebergrani-
salyanganggaphortroversil

—

Hlituyangmenyehabkan perr
bahasan RUU KUHP menjad
agek ama dantertnda arena
kan mendengarkan aspires
darthonstituen Parta Gerindrg,
mahassva dan thu-bu yang
seama fn temus memberlkan
masenkepads FrakiCerindra
mengenai RUUKUHP, hata
anggota Kormis I DPR Prals
GeindraSufmDasco Abmad,
Berbeda dengan Gerindrs,
anggota Komisi 1 DPR Praksi
PA5 Nasir Diami berpaning:
anagarsebalkyapengesahian
tngkat | RKUEIP dalamtapat
paripurna it tik ditnda,
Jiamashadapesa pselyang
dianggap tidak sesua, masih
ada ekt untuk dlbkan

perubahan, ‘Sehelcryajangan
ditunda.Jks acahelhel ang
belumseste, mashadawakt
Debierapahari ke depanumtuk
disesuatkan," kata Nasir saat
dhubung

Jac gt Nast, hapeme-
tintehdanDPRmenundapen-
ambilmkeputusancinghat T ja
jakin dalam waktu singhat
penyesuaian-penyesuaian
dalamRRUHPhisadiseesadian
sebelim masa kera DPR pe-
tiodesekarangberaihi, ‘St
pengambilan putusen tinghat
satusudah dlakuken dan tidk
adasinyelbabwa Presidendlan
menunda pengesahan RUU
KUHP tandasne,

& ditaangga Kiswondari
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